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llustrazi (Quantitatives via Unsplash)

Suara.com - Direkiur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira mengusulkan harmonisasi
aturan kripto dalam RULU ntang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU
PPSK) dan Peraturan Bappebti Momor 8 Tahun 2021 (Perba Mo 8/2021) agar aset kripto
hisa berkembang di Indonesia.

"RUL PPSKidealnya disinkrankan dengan pengaturan di dalam Perbha Mo 82021 karena
sama-sama bicara soal aturan aset kripto. Jangan ada dualisme antara Bappebti
dengan otoritas lainnya, karena hisa menghamhbat pengembangan aset kripto." kata
Bhima dalam diskusibertajuk Arah Pengembangan Aset Kripto dalam RUL PPESK aleh
Celios.

la menjelaskan, alasannya lantaran aturan aset kripto dalam RUUJ PP SK cenderung
membingungkan, karena posisinya yang berada di bawah Bl dan OJK, berlaku sebagai
mata uang atau komoditas.

mMenurut dia, aturan aset kripto di bawah otaritas Bl dan OJkK akan berisiko menggeser
definisinya dari komoditas menjadi mata uang, sehingga dapat menimhulkan gangguan
pada sektar keuangan.

"Apakah ke depan Bappebti akan masuk di bawah ranah OJK 7 Bagaimana dengan
peran Kementerian Perdagangan sebagai pembuat kebijakan terkait perdagangan
berjangka? Pertanyaan ini harus segera dijawab, dan draft RUL PPSK perlu divbhah total
pada hagian aset kripto untuk mengakomodir pengaturan yang ideal bagi stahilitas
perekanamian dan perlindungan investor," kata Bhima dikutip dari Antara.

Sedangkan dalam Perba Mo.8f2021, dia menyehut harusnya aturan tentang aset kripto
menitikheratkan pada mitigasirisiko vang muncul dalam industri ini.

Sehingaga, pihaknya meminta Bappebti untuk segera merevisi poin-poin yang ada dalam
Ferha Mo, 8/2021, sebelum RUL PPSK dizahkan.

"Catatan untuk peraturan Bappehti sendiri, setidaknya harus ada perbaikan teknis
persyaratan modal minimum bursa berjanagka, lembaga kliring, dan tempat penyimpanan
asetkripto, sehingga tidak menghambat berkembangnya infrastrukiur perdagangan aset
kripto dilndonesia" kata Bhima.

Sehagai informasi, polemik aturan tentang aset kripto masih herlangsung seiring adanya
pasal 205 dan 207 dalam RUL PPEK vang menyehut aset kripto herada di hawah
wewenang Bl dan OJK, ditambah, masih perlunya dilakukan perbaikan atas Perba

Mo 82021,

Saatini, pelanggan asetkripto dilndonesiaterus meningkat mencapai 16,1 juta
pelanggan hingga akhir Oktober 2022, yvang 48 persennya herusia 18- 35tahun, serta
transaksiaset kripto tercatat mencapai kisaran Rp2E0 triliun per September 2022,
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